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KATA PENGANTAR 

Profesi penyuluh hukum sangat dibutuhkan untuk 
menyampaikan materi muatan perundang-undangan 
dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat. 

 

Sebagaimana asas fiksi hukum (presumption iures de uire) 
dan asas ignorantia juris non excusat bahwa ketidak 
tahuan hukum tidak membebaskan, asas ini memiliki 
makna bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum 
setelah suatu Peraturan perundang-undangan tersebut 
diundangkan. Alasan ketidak tahuan hukum tidaklah 
membebaskan dari konsekwensi sanksi dari perbuatan 
melawan hukum yang dilakukannya. 

 

Meskipun demikian Pemerintah harus terus mendorong 
agar semakin banyak rakyat yang melek hukum dan 
perundang-undangan. Dengan kemajuan teknologi, 
sebenarnya masyarakat semakin mudah mengakses 
informasi hukum. Membaca informasi hukum tak selalu 
berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Karena itu, 
tetap perlu ada orang yang bertugas menjalankan fungsi 
penyuluhan hukum. Orang yang menjalankan tugas itu 
lazim disebut penyuluh hukum. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 
Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum 
adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan 
pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan 
mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta 
budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma 
hukum dan perundang-undangan. 

 

Penyuluhan hukum kali ini terselenggara berkat Kerjasama yang 
sangat baik antara Rutan Kelas I Cirebon dengan Fakultas Hukum 
Universitas Bhayangkara Jaya dalam rangka memberikan kesadaran 
akan perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak 
Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi 
Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, 
bukan karena diberikan oleh Masyarakat atau negara. 

 

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum 
yang adil mencakup sekurang-kurangnya: 

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 

2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau 
terdakwa; 

3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat 
rahasia); 

4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk 
dapat membela 

diri sepenuhnya 

LusiaSulastri/AmaliaSyauket- 
Rutan Kelas 1 Cirebon, 2025 

2 



Gambar diatas menggambarkan berbagai model penyuluhan 
hukum. Kegiatan Penyuluhan Hukum yang merupakan salah 
satu kegiatan tridarma  ini dilakukan dengan model cermah 
dan diskusi dengan warga binaan Rutan kelas 1 Cirebon 
secara hybrid . Agar dapat di ikuti oleh lebih banyak lagi 
warga binaan dan berdampak lebih luas. 

Cirebon, 4 Juni 2025

Dosen sebagai Narasumber/Penyuluh: 
• Assoc .Prof. Dr.Lusia Sulastri,SH.MH

• Assoc. Prof.Dr.Amalia Syauket,SH.Msi.CLA.
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1.Terlapor 

• Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada

beberapa tahapan yang harus dilalui secara

sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan

tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk

menyebut pihak yang menjadi subjek :

• 1. Terlapor 

• Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor.

KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam

Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang

disampaikan oleh seseorang  karena hak atau

kewajiban berdasarkan undang-undang kepada

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang

atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.
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• Jadi terlapor adalah orang yang dilaporkan. Dari

laporan itu polisi melakukan penyelidikan apakah

benar ada tindak pidana atau tidak. Jadi, tahap ini

belum dipastikan apakah terjadi tindak pidana.

• Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan

adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

cara yang diatur dalam KUHAP itu sendiri.
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• jika dari proses penyelidikan kemudian dipastikan

tidak ada tindak pidana maka terlapor bisa

melaporkan balik pihak yang sebelumnya menjadi

pelapor. orang yang menjadi pelapor bisa

dilaporkan terkait pencemaran nama baik, yakni

atas laporan palsu atau fitnah.

• pembuatan laporan palsu dan fitnah termasuk

dalam perbuatan pencemaran nama baik karena

membuat nama baik seseorang tercoreng. Atas

perbuatan tersebut, maka orang yang mengajukan

laporan palsu atau fitnah dapat diancam pidana

paling lama empat tahun. Ditambah lagi pidana

tambahan berupa pencabutan hak-hak

berdasarkan Pasal 35 angka 1-3 KUHP, jika

tujuannya sengaja untuk mencemarkan nama baik.
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2. Tersangka

• Apabila setelah melalui tahap penyelidikan

ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan

suatu tindak pidana, maka tahapan selanjutnya

adalah penyidikan.

• Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, serangkaian

tindakan penyidik adalah dalam rangka mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan menemukan tersangkanya.

• Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka

merupakan orang yang karena perbuatannya atau

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi,

tersangka itu orang yang disangka melakukan

tindak pidana.
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• Artinya, saat seseorang dinyatakan tersangka

berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti

tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi

ditambah alat bukti lain yang sah. Perlu diingat,

status tersangka baru diduga melakukan tindak

pidana dan belum tentu bersalah.

• Meskipun belum tentu bersalah, status tersangka

dapat mempengaruhi hak dan kewajiban

seseorang. Beberapa peraturan perundang-

undangan di Indonesia mengatur bahwa seseorang

yang ditetapkan sebagai tersangka dapat

diberhentikan dari jabatannya, walaupun bersifat

sementara.
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3. Terdakwa

• Seseorang yang awalnya menjadi tersangka, bisa

berubah statusnya menjadi terdakwa. Syaratnya,

ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya.

Selain itu, perkaranya sudah mulai disidangkan di

Pengadilan.

• Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah

“seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan

diadili di sidang pengadilan”. Untuk bisa ditetapkan

sebagai terdakwa, harus ada cukup bukti sebagai

dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya,

orang yang sudah menyandang predikat sebagai

terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak

pidana.
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• Jadi, kalau ada cukup bukti sebagai dasar alasan

pemeriksaan di pengadilan baru bisa seseorang

ditetapkan sebagai terdakwa.

• KUHAP mengatur beberapa hak bagi terdakwa.

Antara lain, Pasal 50 ayat (3) mengatur bahwa ia

berhak untuk segera diadili oleh pengadilan.

Kemudian, Pasal 51 huruf b menjamin terdakwa

mengetahui dengan jelas dan bahasa yang

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan

kepadanya. Terdakwa juga memiliki hak

memberikan keterangan secara bebas kepada

hakim sebagaimana diatur Pasal 52.
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• Hak lain yang dijamin oleh KUHAP adalah

mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri

Penasehat Hukum pada setiap tingkat

pemeriksaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal

54 dan Pasal 55. Terdakwa yang ditahan, menurut

Pasal 58, juga berhak menghubungi dokter.

• Menurut Pasal 61, terdakwa juga memiliki hak

untuk dikunjungi sanak keluarganya, selama untuk

kepentingan kekeluargaan tidak ada hubungannya

dengan perkara. Dan, terdakwa dijamin oleh Pasal

64 untuk menghubungi dan menerima kunjungan

dari rohaniwan.
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4. Terpidana

• Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan
dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya
berubah menjadi terpidana.

• Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP diatur bahwa
terpidana adalah “seorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap”.
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